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Abstract
Accessibility of election information is a factor in encouraging active voter
participation, including voters with disabilities. However, in the 2024 election, voters
with disabilities still face accessibility issue, hindering their participation. This
qualitative study, employing a literature review method, aims to describe the
accessibility of election information, both through conventional socialization and
digital media content. This study highlights, among other things, the use of easily
understood language, the provision of sign language interpreters, and ensuring audio
and visual quality, as aspects of information accessibility required in conventional
socialization. Meanwhile, in the provision of information through digital media,
aspects such as alternative text, heading, video captioning, visual design, and web
navigation keyboard are essential for providing accessible information. Providing
accessible information is expected to create equality for voters with disabilities,
thereby enabling democratic and inclusive elections.
Keywords: Accessibility,; Disability; Equality; Information, Participation.
Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah bentuk realisasi dari
sebuah demokrasi. Di mana, demokrasi didasari atas gagasan hak-hak universal yang
ditegakkan secara setara bagi setiap orang (Eversberg, 2021). Demokrasi menekankan
prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi pada negara demokrasi
bersumber pada warga negara. Sehingga warga negara diberikan kebebasan dalam
menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan
dan amanat warga negara (Sumual et al., 2023). Melalui pelaksanaan pemilu,
diharapkan mampu melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang mampu memberikan
kesehahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, yang salah satunya melalui
kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Pelaksanaan pemilu menjadi sebuah intrumen utama dalam demokrasi, sehingga
membutuhkan partisipasi warga negara yang aktif, tinggi, dan berkualitas, guna
terwujudnya demokrasi yang substantif (Rahmaniah, 2021). Pelaksanaan pemilu juga
dapat dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara yang memiliki
hak pilih dapat berpartisipasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
(Silalahi, 2022). Dengan begitu, partisipasi aktif dan setara dari setiap warga negara
yang telah memiliki hak dalam memilih, merupakan salah satu indikator dalam
mengukur keberhasilan pelaksanaan pemilu.
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Informasi pemilu menjadi salah satu aspek yang dibutuhkan para pemilih, guna
menguatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan pemilu. Informasi pemilu
dilakukan secara berkesinambungan agar mampu membangun kepekaan masyarakat
terhadap setiap isu politik yang sedang berkembang (Anshori et al., 2023). Namun,
kurangnya informasi yang kredibel mengenai isu dan kegiatan politik mampu
mendorong terciptanya masyarakat yang apatis terhadap proses demokrasi dan
menjadikan masyarakat tidak mampu mengikuti dinamika politik di lingkungan
sekitarnya (Imrani et al., 2023). Sehingga memastikan penyediaan informasi yang
baik, benar, kredibel dan aksesibel menjadi aspek penting yang harus ditekankan,
khususnya di tengah proses pelaksanaan pemilu.

Informasi pemilu harus dihadirkan melalui proses yang mengedepankan
independensi dan integritas, serta menjauhi model-model doktriniasi propoganda yang
mampu menyempitkan daya nalar kritis dan kreativitas pemilih (Ridha & Riwanda,
2020). Sementara itu, di era digital ini, politik dan informasi hoaks menjadi dua bagian
yang tidak terpisahkan. Banyaknya berita koaks seputar politik membawa pengaruh
buruk kepada para pemilih, yakni pemilih dengan mudah tersulut provokasi (Anshori
et al., 2023). Dengan begitu, memastikan informasi pemilu yang baik dan inklusif
menjadi sangat penitng, khususnya bagi pemilih disabilitas yang seringkali
menghadapi hambatan dalam mengakses informasi.

Pemilih disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi
pemilu. Kurangnya aksesibel dan penyediaan informasi yang tidak memerhatikan
kebutuhan pemilih disabilitas menjadi alasan hambatan dalam pemenuhan hak
informasinya. Dalam pelaksanaan sosialisasi konvensional, seringkali kurang
mempertimbangkan kebutuhan akses informasi pemilih dengan disabilitas rungu dan
disabilitas netra, serta belum mampu menjangkau seluruh pemilih disabilitas
(Nasution & Marwandianto, 2019; Putranti et al., 2022). Media digital yang memiliki
peluang dalam menyampaikan informasi lebih luas kepada pemilih disabilitas, juga
masih terbatas akan akses informasi terhadap pemilih disabilitas (Aranditio, 2024;
Waisnawa & Dewi, 2019). Dengan hambatan akses informasi yang dialami oleh
pemilih disabilitas mampu menjadi salah satu alasan kurangnya partisipasi pemilih
disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk aksesibilitas
informasi bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu, sebagai bentuk
upaya perwujudan kesetaraan dan upaya dalam mendorong partisipasi pemilih
disabilitas di pelaksanaan pemilu. Penelitian ini juga melihat realitas aksesibilitas
dalam pelaksanaan pemilu bagi pemilih disabilitas, sebagai rujukan urgensi
pemenuhan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas di pelaksanaan pemilu. Dengan
begitu, melalui penelitian ini diharapkan mampu menguraikan bentuk aksesibilitas
informasi sebagai rujukan awal dalam penyediaan informasi bagi para pemilih,
khususnya bagi pemilih disabilitas. Dengan pemenuhan aksesibilitas informasi
diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis dan inklusif.

Tinjauan Pustaka

Konsep Aksesibilitas

Menurut Robert L. Barker dalam (Aniyati et al., 2019), aksesibilitas merupakan
sebuah kemudahan yang disediakan bagi orang yang membutukan untuk mendapatkan
layanan yang relevan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan aksesibilitas
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sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan
kesamaan kesempatan. Lebih lanjut, kesamaan kesempatan dalam hal ini disebutkan
sebagai keadaan yang memberikan peluang dan akses kepada penyandang disabilitas
dalam menyalurkan potensi di segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarkat.

Aksesibilitas merupakan hak dasar yang harus diberikan oleh negara, yang
bertujuan dalam memudahkan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas (Dwintari,
2021). Aksesibilitas diyakini mampu mendorong inovasi dan efisiensi, dengan
kebutuhan beragam pengguna mampu menghasilkan solusi desain dan teknologi yang
lebih baik bagi semua orang (Laverick & Awad, 2025). Pemenuhan aksesibilitas
menjadi bentuk komitmen dalam mendorong penikmatan penuh atas hak secara setara
bagi seluruh individu.

Dalam pelaksanaan pemilu, setidaknya terdapat 3 aspek yang perlu dipenuhi
bagi pemilih disabilitas, yakni aksesibilitas non-fisik, aksesibilitas fisik, dan
aksesibilitas layanan ramah disabilitas (Salsabila et al., 2024). Informasi yang inklusif
merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas ini
mencakup penyediaan informasi pemilu dalam format yang mudah dipahami, sehingga
dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas. Secara umum, aksesibilitas informasi
bagi masyarakat merupakan suatu hal penting yang yang harus diperhatikan oleh
pemerintah, karena aksesibilitas informasi berdampak signifikan pada tingkat literasi
maupun pengetahuan masyarakat (Diavano, 2020). Dengan memastikan aksesibilitas
informasi yang setara dan ramah disabilitas dalam proses pelaksanaan pemilu, tidak
hanya menjadi bentuk prasyarat teknis, tetapi merupakan wujud nyata dari
penghormatan atas hak politik setiap individu, termasuk penyandang disabilitas.
Konsep Kesetaraan

Kesetaraan merupakan sebuah bagian dari hak asasi sebagai manusia
berdasarkan pedoman bahwa semua individu, apapun jenis kelaminnya, berhak atas
perlakuan adil dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, baik itu
pendidikan, politik, dan kehidupan sosial (Lubis & Triadi, 2024). Dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,
disebutkan kesempatan yang sama merupakan keadaan yang memberikan peluang dan
akses kepada setiap individu, dalam hal ini penyandang disabilitas untuk menyalurkan
potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dalam pemenuhan kesetaraan, setiap individu memiliki hak yang sama tanpa
adanya diskriminasi, dan dibeberapa kondisi tertentuk dilakukan perlakuan berbeda
untuk mencapai hasil yang setara, khususnya dalam memberikan perlakukan pada
penyandang disabilitas (Brink, 2022). Perwujudan kesetaraan bukan hanya sebuah
formalitas yang tertuang dalam kertas, tetapi dibutuhkan komitmen dalam memastikan
penyandang disabilitas memiliki kemampuan rill dalam menikmati hak-haknya secara
setara (Vanhala, 2010).

Konsep Partisipasi

Partisipasi politik merupakan upaya atau keterlibatan secara langsung atau tidak
langsung oleh warga negara dengan sadar, yang bertujuan untuk mempengaruhi rezim
pemerintahan, keputusan, dan/atau tindakan, khususnya dalam pengambilan
keputusan menganai masalah publik (Monsalve et al., 2024; Yajalin, 2024). Partisipasi
warga negara dapat dilihat sebagai pondasi dari sebuah demokrasi, di mana terdapat
beberapa fungsi yang terkandung didalamnya, yakni mendukung program politik dan
pembangunan, sarana aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai upaya perbaikan
kebijakan dan peningkatan kualitas pembangunan, serta sebagai sarana input pada
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tahap perencanaan dan implementasi pembangunan (Ardani & Sari, 2023). Dengan
begitu, partisipasi warga negara dalam pelaksanaan pemilu merupakan salah satu
bentuk upaya tersebut dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mampu
menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi politik warga negara dalam pelaksanaan pemilu di negara demokratis
merupakan sebuah indikator dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat
(Rahmaniah, 2021). Di mana, kedaulatan rakyat didefinisikan sebagai rakyatlah yang
memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis
memilih pemimpin yang akan melanjutkan dan mengatur jalannya pemerintahan yang
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Silalahi, 2022). Partisipasi warga negara
menjadi penting dalam pemilu, karena: 1) Sebagai wujud tanggungjawab dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) Sebagai tolak ukur pemahaman dan
keterlibatan warga negara dalam agenda kenegaraan; 3) Sebagai indikator minat warga
negara dalam aktivitas politik; 4) Sebagai tolak ukur legitisamsi dan kepercayaan
warga negara kepada pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih; dan 5) Sebagai wadah
menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara (Imrani et al., 2023).

Jeroense dan Spierings (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa
sebagian masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu karena telah memahami
tujuan dan fungsi pemilu. Sementara itu, dalam Ardani dan Sari (2023) menyebutkan
bahwa rendahnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu, dapat disebabkan
oleh literasi politik pemilih yang rendah dan maraknya misinformasi, sehingga
mempengaruhi tingkat partisipasi para pemilih. Dengan begitu, ketersediaan dan
aksesibilitas informasi yang kredibel merupakan faktor penitng dalam mendorong
kesetaraan dan partisipasi politik warga negara, khususnya pada pemilih disabilitas di
pelaksanaan pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian in1 merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur.
Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, artikel ilmiah, dan media massa. Dalam pengumpulan sumber
literaur, dilakukan melalui penelusuran internet berdasarkan kata kunci dalam
penelitian ini. Literatur yang memiliki ketertarikan dengan penelitian, kemudian
disimpan dalam satu perangkat lunak manajemen referensi.

Adapun analisis data dalam penelitian ini mengikuti beberapa langkah sebagai
berikut: 1) Sumber data yang terkumpul akan ditelaah untuk menentukan data awal,
2) Data awal yang telah ditetapkan akan dikumpulkan dalam 1 format file; 3) Data
awal selanjutnya direduksi untuk menentukan data akhir; 4) Proses reduksi dilakukan
dengan melakukan analisis kembali data awal, melihat relefansi pada pembahasan, dan
mengeliminasi data awal yang tidak sesuai; dan 5) Data akhir akan disajikan dalam
penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Realitas Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2024

Dalam pelaksanaan pemilu 2024, tercatat sebanyak 1.101.178 pemilih disabilitas
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Partisipasi aktif dan setara dari seluruh pemilih,
termasuk pemilih disabilitas menjadi salah satu indikator dalam mengukur
keberhasilan pemilu. Di sisi lain, berpartisipasinya pemilih disabilitas dengan aktif dan
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setara menjadi sebuah cerminan terwujudnya pemilu yang inklusif, yakni tidak adanya
pengabaian dalam penikmatan hak partisipasi dan hak memilih dalam pelaksanaan
pemilu bagi pemilih disabilitas.

Di kutip dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Pemilu 2024, tercatat hanya 482.499 pemilih disabilitas yang
memberikan suaranya (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Kecilnya jumlah total
pemilih disabilitas yang memberikan hak suaranya menjadi tanda tanya dalam
perwujudan inklusifitas dalam pelaksanaan pemilu. Terdapatnya beberapa
permasalahan atau hambatan dialami oleh pemilih disabilitas menjadi alasan bagi
mereka untuk sulit hingga tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Mulai dari
kondisi TPS yang tidak siap dari segi denah dan ketersediaan alat bantu memilih,
informasi dan sosialisasi yang belum memperhatikan kebutuhan disabilitas, kurangnya
pemahaman penyelenggara pemilu mengenai disabilitas, dan stigma negatif menjadi
beberapa hambatan yang menjadi alasan kurangnya partisipasi pemilih disabilitas
dalam pelaksanaan pemilu 2024 (Ansori, 2024; Aranditio, 2024; Costa, 2024; Hidayat,
2024). Berulangnya permasalahan yang sama dari pemilu ke pemilu menjadi bentuk
kurangnya perhatian penyelenggara pemilu dalam menjamin partisipasi aktif dan
setara bagi pemilih disabilitas.

Realitas Aksesibilitas Informasi Pemilu 2024

Aksesibilitas infromasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam mendorong
partisipasi para pemilih, khususnya bagi pemilih disabilitas. Pada Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan
bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berekpresi, berkomunikasi, dan
memperoleh informasi. Lebih lanjut pada Pasal 24 disebutkan bahwa dalam hak
berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas
meliputi hak:

a. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;

b. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah

diakses; dan

c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa

bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Dengan jaminan hak atas informasi diharapkan mampu menciptakan kesetaraan
dalam akses informasi bagi pemilih diabilitas. Pemilih dengan disabilitas sensorik
memilih kebutuhan akses informasi khusus, namun kurangnya aksesibilitas menjadi
penghambat bagi mereka dalam menerima dan mengakses informasi pemilu secara
aktif. Menurut Aranditio (2024), pemberitaan pemilu 2024 masih belum inklusif,
karena kelompok disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan
mengakses informasi mengenai peserta pemilu. Sementara itu, menurut Formasi
Disabilitas (2024), informasi pemilu 2024 masih sulit untuk dipahami oleh pemilih
disabilitas, karena penggunaan bahasa yang rumit, kurangnya caption atau teks pada
informasi lisan, informasi yang ditampilkan tidak terbaca oleh pembaca layar,
pemilihan warna yang kurang kontras pada konten visual, serta tidak adanya juru
bahasa isyarat.

Kurangnya aksesibilitas informasi pemilu bagi pemilih disabilitas menunjukkan
kurangnya perhatian terhadap kelompok disabilitas. Hal ini disebabkan oleh terus
berulangnya permasalahan yang sama dari pemilu ke pemilu, tanpa adanya perubahan
signifikan dalam mengatasi permasalahan yang ada, termasuk dalam menjamin akses
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informasi bagi pemilih disabilitas. Beberapa penelitian terdahulu terkait pemilu
sebelumnya, salah satunya menunjukkan permasalahan informasi yang kurang
aksesibel bagi pemilih disabilitas (Dedi & Soedarmo, 2020; Dwintari, 2021; Nasution
& Marwandianto, 2019; Qodarsasi, 2021; Sirman & Rifai, 2023; Waisnawa & Dewi,
2019). Situasi ini haruslah menjadi catatan penting dan memerlukan komitmen nyata
dari penyelenggara pemilu untuk menghadirkan informasi yang inklusif bagi seluruh
pemilih, termasuk pemilih disabilitas.

Bentuk Aksesibilitas Informasi dalam Pemilu 2024

Informasi pemilu menjadi penting ditengah praktik demokrasi yang masih
terdapat kekurangan, baik itu secara sistem pemilu maupun tingkat literasi politik
masyarakat yang masih rendah (Rosit et al., 2023). Jaminan atas informasi ini telah
dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas, pada Pasal 77 Poin g bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam
menjamin hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi, sosialisasi, dan
simulasi dalam setiap tahapan pemilu. Dengan begitu, pemerintah dan penyelenggara
pemilu, khususnya KPU sebagai lembaga yang mewadahi kegiatan politik di Indonesia
memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi seputar politik dengan baik dan
dapat dipahami oleh seluruh masyarakat (Imrani et al., 2023). Hal ini bertujuan untuk
memberikan bekal terhadap masyarakat dalam berpartisipasi di kegiatan bernegara,
termasuk dalam pelaksanaan pemilu, serta menjadikan masyarakat sebagai pemilih
cerdas dan kritis di tengah derasnya arus informasi hoax, provokatif, fitnah, dan
bernuansa SARA (Pambayun et al., 2021).

Secara umum, penyampaian informasi pemilu dilakukan melalui sosialisasi
konvensional dan juga media digital. Dengan begitu, agar informasi yang disampaikan
dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya pemilih disabilitas, maka
penyediaan dan memastikan aksesibilitas menjadi salah satu aspek yang harus
diperhatikan.

1. Aksesibilitas Informasi dalam Sosialisasi Konvensional
Aksesibilitas informasi dalam sosialisasi konvensional menjadi aspek
penting dalam memastikan setiap individu yang mengikuti sosialisasi dapat
memahami dan berpartisipasi secara setara. Namun dalam praktiknya,
penyampaian informasi hanya bersifat umum dan belum sepenuhnya
mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pemilih disabilitas. Dengan
begitu, penitng untuk mengkaji bagaimana bentuk aksesibilitas informasi
dalam sosialisasi konvensional, sehingga mampu menciptakan kesetaraan
terhadap pemilih disabilitas.
1) Penggunaan Bahasa yang Mudah Dipahami
Dalam proses sosialisasi, informasi yang disampaikan harus jelas,
tidak teknis, dan tidak berbelit-belit. Di mana, penggunaan bahasa yang
baik dan mudah dipahami tidak hanya menjadi bentuk keselarasan dengan
lingkungan dan situasi tertentu, tetapi juga mendorong efektivitas dalam
menyampaikan maksud kepada pendengar (Metalia et al., 2025). Dalam
aspek pemilih disabilitas, berkomunikasi dengan disabilitas netra harus
menggunakan bahasa yang baik, benar, dan konkret atau menyebutkan dan
menggambarkan sesuatu dengan makna sebenarnya (Nurmansyah et al.,
2023).
2) Juru Bahasa Isyarat (JBI)
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Dalam kegiatan sosialisasi konvensional, hadirnya JBI sangat
penting dalam mendukung akses dan penerimaan informasi bagi pemilih
dengan disabilitas pendengaran. JBI berfungsi sebagai jembatan akses
komunikasi yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan mentransfer
informasi dengan benar bagi individu dengan hambatan pendengaran
(Handayani et al., 2025).

3) Informasi Audio dan Visual

Dalam proses sosialisasi, memastikan kualitas audio merupakan hal
penting. Di mana, kualitas audio dalam menyampaikan informasi dinilai
berdampak pada proses kognitif pendengar, baik dalam jangka pendek
seperti mengingat isi cerita, maupun pada persepsi, kepercayaan, dan
kenyamanan pendengar dalam interaksi jangka panjang (Schiller et al.,
2023). Sementara itu, bantuan informasi visual seperti gambar, poster, atau
infografis juga dapat digunakan dalam proses sosialisasi. Di mana,
hadirnya media visual memiliki manfaat dalam memberikan daya tarik
tersendiri, mempermudah dan memperjelas bagian-bagian penting,
pengertian, dan pemahaman mengenai informasi yang ditampilkan, serta
dapat menyingkat suatu uraian yang panjang (Lestari et al., 2018).

2. Aksesibilitas Informasi dalam Konten Media Digital

Aksesibilitas  konten merupakan komponen penting dalam
pembangunan sistem informasi yang inklusif dan adil. Aksesibilitas mengacu
pada sejauh mana konten dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua individu,
termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif
(Burgstahler, 2015). Ketika akses ke informasi digital dibatasi oleh hambatan
desain atau teknologi, maka secara tidak langsung terjadi eksklusi terhadap
kelompok rentan. Hal ini tidak hanya berdampak pada keadilan sosial, tetapi
juga melanggar prinsip kesetaraan hak atas informasi.

Komponen utama dalam aksesibiliras konten adalah dengan
menyediakan teks alternatif pada gambar, adanya fitur navigasi keyboard untuk
penggunaan web, menyediakan teks atau terjemahan teks untuk multimedia,
serta memastikan dan menjaga kontras warna pada konten (Laverick & Awad,
2025). Sementara itu, World Wide Web Consortium (W3C) telah menetapkan
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sebagai standar global untuk
menciptakan konten yang dapat diakses oleh semua orang (W3C, 2025).
WCAG menekankan empat prinsip utama, yakni: perceivable, operable,
understandable, dan robust. Di mana, terpenuhinya prinsip dan komponen
utama ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman digital yang inklusif
dan dapat diakses oleh semua pengguna, terlepas dari kemampuan mereka.

Adapun beberapa bentuk aksesibilitas dalam konten media digital,
diantaranya:

1) Teks Alternatif
Teks alternatif digunakan untuk mendeskripsikan gambar, yang
bersifat ringkas, informatif, dan relevan (Laverick & Awad, 2025). Di
mana, teks alternatif ini juga bertujuan untuk mempermudah pengguna jika
menggunakan alat bantu screen reader. Alat bantu ini biasanya digunakan
oleh pengguna dengan gangguan penglihatan, sehingga memudahkan
mereka dalam mengakses informasi digital. Sementara itu, penggunaan
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bahasa dalam konten juga perlu diperhatikan. Penggunaan jargon dan
kalimat kompleks perlu dihindari (Friedman & Bryen, 2007). Dengan
begitu, penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas sangat disarankan.
Heading

Penempatan dan struktur heading konten harus konsisten, dengan
kata lain Heading harus digunakan secara hierarkis (Heading I, Heading
2, dst.) untuk membantu dan mempermudah navigasi pembaca, khususnya
pengguna screen reader (Youngblood & Lysaght, 2015). Konten dengan
penggunaan tabel harus di sertai dengan Heading, guna mempermudah
screen reader dalam pengenalan konten.
Video Captioning

Caption merupakan fitur aksesibilitas yang penting, yakni tidak
hanya berguna untuk penyandang disabilitas, namun juga bagi kelompok
lain seperti pelajar asing dan orang-orang yang sedang berada di
lingkungan bising (Youngblood et al., 2018). Dalam penyediaan caption,
diharuskan untuk lengkap, akurat, singkron dengan suara, serta memiliki
struktur kalimat yang jelas dan tidak menumpuk (Youngblood et al., 2018).
Penggunaan caption diharapkan konsisten atau tersedia di seluruh konten
video.
Visual Design

Direkomendasikan menggunakan font ramah disabilitas seperti
sans serif (Comic Sans direkomendasikan untuk diskleksia) (Laverick &
Awad, 2025). Memerhatikan kontras warna agar dapat dibaca oleh
pengguna low-vision. Dalam penyediaan konten, penggunaan ikon,
gambar, atau simbol dapat digunakan dengan memerhatikan ketersediaan
teks untuk memperkuat maknanya. Hindari konten animasi pop-up,
bergerak, atau elemen lainnya yang cepat berubah (Friedman & Bryen,
2007).
Keyboard Navigasi

Penggunaan Keyboard navigasi merupakan sebuah aksesibilitas
yang disediakan pada website. tombom navigasi sering kali menjadi
kendala bagi beberapa pengguna karena hanya dihadirkan tanpa
memerhatikan kebutuhan khusus pengguna. Dengan begitu, penempatan
tombol navigasi harus konsisten setiap halamannya, serta penggunaan ikon
dan label teks yang familiar sehingga memudahkan para pengguna
(Friedman & Bryen, 2007).

Dengan aksesibilitas informasi pada sosialisasi konvensional serta pada konten

media digital diharapkan mampu menciptakan kesetaraan bagi pemilih disabilitas
dalam mengakses dan menerima informasi tanpa adanya hambatan yang dialaminya.
Informasi dalam media digital sendiri, dengan sifatnya yang dapat dimuat dalam
berbagai bentuk, memberikan peluang kesetaraan yang lebih kuat, yakni dengan
menyediakan dan menyesuaikan informasi berdasarkan kebutuhan pemilih disabilitas
(Arifin, 2025). Di sisi lain, dengan terpenuhinya aksesibilitas informasi bagi pemilih
disabilitas merupakan bentuk perwujudan dari prinsip kesetaraan yang inklusif,
sehingga diharapkan mampu mendorong dan menguatkan partisipasi yang aktif dari
pemilih disabilitas. Dengan partisipasi aktif dan setara dari seluruh pemilih dalam
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pelaksanaan pemilu, akan menjadi bukti bahwa pelaksanaan pemilu telah menjunjung
prinsip demokratis dan inklusif.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya
partisipasi pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Indonesia, salah
satunya dapat disebabkan oleh kurangnya aksesibilitas informasi bagi pemilih
disabilitas. Informasi pemilu yang menjadi salah satu aspek penting yang harus
diketahui dan diterima oleh pemilih, justru tidak mempertimbangkan aspek
aksesibilitas terhadap pemilih disabilitas. Menjamin penyediaan aksesibilitas
informasi terhadap pemilih disabilitas merupakan bentuk perwujudan atas kesetaraan
setiap individu dalam berpartisipasi di pelaksanaan pemilu. Di mana, beberapa bentuk
aksesibilitas informasi dalam sosialisasi konvensional meliputi penggunaan bahasa
yang mudah dipahami, layanan Juru Bahasa Isyarat, dan memastikan kualitas audio
dan visual. Sementara itu, bentuk aksesibilitas informasi dalam konten media digital
meliputi teks alternatif, heading, video captioning, visual design, dan tombol navigasi.
Dengan memerhatikan dan memastikan aspek-aspek aksesibilitas dalam penyajian
informasi pemilu, diharapkan mampu mendorong perwujudan kesetaraan bagi seluruh
pemilih, sehingga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif dari pemilih
disabilitas.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya mampu mewakili
kebutuhan atau pengalaman penyandang disabilitas dalam menggambarkan
aksesibilitas informasi sebenarnya. Namun, melalui penelitian ini diharapkan mampu
menjadi rujukan awal dalam penyediaan informasi yang lebih aksebel bagi
penyandang disabilitas di pelaksanaan pemilu. Dengan begitu, rekomendasi atas
penelitian di masa mendatang adalah dengan melibatkan langsung ahli atau
penyandang disabilitas sebagai informan dalam penelitiannya, karena pelibatan
langsung penyandang disabilitas sebagai subjek utama dalam pengembangan dan
penelitian merupakan hal penting, sehingga mampu memberikan gambaran konkrit
mengenai aksesibilitas yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman langsung dari
informan atau penyandang disabilitas.
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